
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembarant iegara Republik Indonesia Nomor 1655);
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a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi,
disiplin dan kesejahteraan serta dalam rangka
mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada
peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan
Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Oaerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa kriteria
pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumbawa.

BUPATISUMBAWA,
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ten tang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2016 Namar 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6037);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nornor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

\ ~baran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);



BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Wakil Bupati adalah WakilBupati Sumbawa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
selaku Pengguna AnggaranjPengguna Barang.

8. Unit KeIja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan
kegiatan.

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanju tnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
petjanjian ketja yang bekerja pada instansi pemerintah.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada
instansipemerintah.

15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi.

16. Jabatan Administrasi adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi

, .¢'emerintahan dan pembangunan.
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Menetapkan: PERATURANBUPATITENTANOTAMBAHANPENGHASlLAN
BAOIPEGAWAINEGERISIPILDI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENSUMBAWA.

MEMUTUSKAN:



TPPbahwa dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai
dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan
perencanaan kinerja yang ditetapkan;

e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP
hrs mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk.f flemperoleh kesempatan ~ fungsi dan peran sebagai PNS;

Pasal3
Pemberian TPPmenggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan;

b. akuntabel dimaksudkan

BAB II
PRINSIPPEMBERIANTPP

Pasal2
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa selain diberikan
penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
diberikan TPPsetiap bulan.

17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan public serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

19. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pad a keahlian dan keterampilan tertentu dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan
angka kredit.

21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASNyang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

22. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan
yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas
nilai jabatan yang cliatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Tambahan Penghasilan PNSyang selanjutnya disingkat TPPadalah
penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka
meningkatkan kinetja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.



Pasal7
(1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud da1am

Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNSpada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan;

(2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak sebesar 10%(sepuluh persen) dari besaran basic TPP.

(3) Besaran TPPberdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada
~yttt (1)dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

~ Jfagian tidak terpisahkan dari sPeraturan Bupati ini.

Pasa16
(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli Bupati, PNS pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektcrat, Sekretariat DPRD,Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,
Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, dan Pegawai ASNjabatan pelaksana kelas jabatan 1, kelas
jabatan 2, kelas jabatan 3, dan kelas jabatan 4;

(2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak sebesar 400/0 (empat puluh persen) dari besaran basic
TPP;

(3) Besaran TPPberdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Larnpiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PasalS
(1) TPPberdasarkan prestasi keIja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a diberikan kepada seluruh PNS;
(2) TPPberdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic
TPP;

(3) Besaran TPP berdasarkan prestasi keIja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII
KRITERIAPEMBERIANTPP

Pasal4
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan
kriteria:
a. prestasi kerja;
b. beban kerja;
c. kondisi keIja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan obyektiflainnya.

f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan
untuk menjamin kesejahteraan PNS;dan

g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.



BABV
PEMBERIANDANPENGURANGANTPP

Pasal11
(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada

PNSyang:
a. berstaeus-sebagai CPNS;
b. diberhentikan untuk sementara atau dinonakti:fkan;
c. diberhentikan dengan honnat atau tidak dengan hormat;
d. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansiflembaga Negara

darr/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
e. diperikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas
\ ,ngas untuk menjalani mai persiapan pensiun;

BABIV
PENETAPANBESARANTPP

Pasal 10
(1) Penetapan besarnya TPP didasarkan pada parameter sebagai

berikut:
a. kelas jabatan;
b. indeks kapasitas fiskal Oaerah;
c. indeks kemahalan konstruksi; dan
d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran tertinggi TPPyang dapat diberikan diperoleh menggunakan
rumus besaran tunjangan kineIja Badan Pemeriksa Keuangan per
kelas jabatan eesuai ketentuan peraturan perundang-undangan x
indeks kapasitas fiskal daerah x indeks kemahalan konstruksi x
indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal9
(I) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada

Perangkat Daerah yang menghasilkan pajak daerah dan retribusi
daerah;

(2) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana
dimaksud ayat (1) merupakan insentif pajak daerah dan retribusi
daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang­
undangan;

(3) Besaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat [I] ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal8
(1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d diberikan kepada Inspektur, Inspektur Pembantu,
jabatan fungsional auditor /P2UP pada Inspektorat, jabatan
fungsional dokter / dokter gigi pada Dinas Kesehatan, dan Pegawai
ASNjabatan pelaksana pada kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas
jabatan 3, kelas jabatan 4, dan kelas jabatan 5;

(2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (I) diberikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari
besaran basic TPP;

(3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal12
(1)Pembayaran TPPdilakukan setiap bulan berdasarkan disiplin kerja;
(2)Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi

kehadiran pegawai pada saat rnasuk kerja dan pada saat pulangy;erja;

BABVI
PEMBAYARAN TPP

-
. :k lah guru dan pengawas

f. ditugaskan sebagai peladDat:al~n~~~~rofesi guru;
sekalah yang telah men apa

g. tugas be1ajar; . k "ban TUntutan Perbendaharaan dan
h belum menyeles8.lkan ewajr /
. Tuntutan Oanti Rugi (TPTOR);dan atau

i Ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, .
2 Pengurangan TPPdiberlakukan pada PNSyang. d b 1
( ) a. tidak masuk kerja tanpa keterangan y~g sah pa a u an

berjalan, maka diberikan pengurangan ~PP . . tidak
1) sebesar 30/0 (tiga persen) untuk nap 1 (satu) han

masuk kerja; dan k .
2) paling ban;ak sebesar 1000(0 (seratus persen) untu nap

1(satu) bulan tidak masuk keria. 1
terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang s~ P'7da .bUan

b. berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai b~rikut, .
1) terlambat 1 menit sampai dengan kurang dan 31 menit

diberikan pengurangan 0,5 % (no1koma lima perse~);
2) terlambat 31 menit sampai dengan kurang dan 61 menit

diberikan pengurangan 1% (satu persen); . .
3) terlambat 61 menit sampai dengan kurang dan 91 menit

diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh lima
persen); dan

4) terlambat sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan
pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen). .

c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan bel] alan ,
diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
1) pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari

31 menit diberikan pengurangan 0,5 % (nol kama lima persen);
2) pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang

dari 61 menit diberikan pengurangan 1% (satu persen);
3) pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang

dari 91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu kama dua
puluh lima persen); dan

4) pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91
menit diberikan pengurangan 1,5 % (satu koma lima persen).

d. tidak mengikuti upacara/apel pagi/eenam tanpa keterangan yang
sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima
persen) dari penilaian disiplin kerja.

(3) Ketidakhadiran, keterlambatan, meninggalkan kantor sebelum waktu
pulang dan tidak mengikuti upacaraj apel pagij senam dengan alasan
dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara,
tidak diberikan pengurangan TPP.

(4) PNS yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dalam 1 (satu) hari wajib memberikan inforrnasi secara
tertulis.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dengan alasan sakit
sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu] hari, harus
dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau surat cuti.
sakit.
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Pasal15
(1)Terhadap PNS yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja

lain, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit
Ketja pada tempat tugas yang baru, dengan memperhatikan
ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja
dirnaksud.

(2)Apabila PNS yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja
lain dalam pelaksanaan tugasnya Iebih banyak di Perangkat
Daerah/Unit KeIja yang lama (Perangkat Daerahj Unit Kerja sebelum
mutasi) pada bulan berkenaan, maka pernberian TPP dibebankan
pada Perangkat DaerahfUnit Ketja yang lama (Perangkat
Daerah/Unit Ketja sebelurn pindah tugas).

(3)TPP terhadap PNS dati Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain yang
mengalami pindah tugas masuk ke Perangkat DaerahfUnit Kerja
dilingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan setelah ada Keputusan
Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas
yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

(4)Apabila pindah tugas pegawai dilaksanakan sebelum Keputusan
Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah
Melaksanakan Tugas, maka pemberian TPP bagi pegawai yang
pindah tugas tersebut di Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebelum
pindah tugas.

(5)Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belurn tersedia anggaran,
maka pemberian TPPdilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran,\4Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain tempat bertugas yang baru.

Pasal14
Bagi PNSyang diperbantukan atau diberi penugasan di Iuar instansi
Pemerintah Daerah, yang dalam penugasannya masih melaksanakan
tugas dan fungsi di Perangkat Daerahnya, dapat diberikan TPP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tingkat kehadiran
dan capaian kinetjanya.

Pasal13
(1)Untuk melaksanakan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam Pasal

11 dan Pasal 12, setiap Perangkat Daerah atau Unit Ketja wajib
rnenyediakan perangkat kehadiran elektronik/ mesin absensi
elektronik.

(2)Apabila perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik
belum tersedia atau tetjadi kendala/tldak dapat dioperasionalkan
maka dapat dilaksanakan secara manual.

(3) Pengajuan permintaan pembayaran TPP ke Bendahara Umum Daerah
dengan melampirkan daftar tanda terima sesuai format sebagaiman
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasa118
(1) Selain pemberian TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
yang mernilikibeban kerja tinggi dapat diberikan honorarium.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada Pejabat darr/atau Pegawai, yang mempunyai kedudukan
pada:
a. TimAnggaran Pemerintah Daerah;
b. TimPenyusun RKPDdan LKPJBupati;
c. Tim/Pejabat terkait Pengadaan Barang/.Jasa;
d. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah

Desa;
e. Tim/Panitia/Dewan pada Perangkat Daerah yang menerapkan

PPK-BLUD;
f. DewanPengawas BUMD;
g. Pengelola keuangan, pengelola perencanaan, bendahara barang

milik daerah, urusan perizinan dan urusan kepegawaian;
h. Tim yang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang­

undangan dan melibatkan paling sedikit 2 (dua) Perangkat
Daerah terkait; dan

i. Tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam rangka
optimalisasi pencapaian keluatan (output).

(3)!ftentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di
~ -ymgkungan Pemerintah ~bupaten Sumbawa sebagaimana

'.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal17
(1)Dalam hal PNS tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam karena

alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN
dengan melampirkan dokumen pendukung.

(2)Pejabat Pelaksana Tugas (PIt.) atau Pejabat Pelaksana Harlan (Plh.)
diberikan TPPtambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling
singkat 1 (satu) bulan kalender,

(3)Ketentuan mengenai TPPtambahan, yaitu:
a. pejabat yang merangkap sebagai PIt. atau Plh. pada jabatan

yang Iebih tinggi dad jabatan definitif, menerima TPP
tambahan sebesar 20% dalam jabatan sebagai PIt. atau Plh.;

b. pejabat yang merangkap sebagai PIt. atau Plh. pada jabatan
yang setingkat atau lebih rendah dari jabatan definitif,
menerima TPP tambahan sebesar 1()% dalam jabatan sebagai PIt.
atau Plh.; dan

c. TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai PIt. atau
Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai PIt.
atau Plh.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasa1I6
(1) Pemberian TPPdibebankan pada APBD.
(2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing OPD
berikut perubahannya.
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BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN2020 NOMOR ..+l.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

HASbm

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal \.L\ ~a.t\uZ\~'" :z.~O

~ '" HUSNI DJIBRIL

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal t4 .rzmuAri !LO'_O

rBUPATISUMBAWA, t

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa.

Pasal20
Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasa119
Pada saat Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumbawa
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan Staf Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2018 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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3 4
JABATAlf PTP, ADMilUSTRATOR DANPBBGAWAS
1 Sekretaris Daerah 15 6.405.000
2 Kepala Dinas Penanaman Modal dan 14 5.021.000

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 5.021.000
4 Inspektur 14 5.021.000
5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 14 5.021.000

Penelitian dan Pengembangan Daerah
6 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 14 5.021.000

Aset Daerah
7 Kepala Badan Pendapatan Daerah 14 5.021.000
8 Asisten Sekretaris Daerah 14 5.021.000
9 Sekretaris DPRD,Kepala Badarr/Dinas 14 5.021.000

selain nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8
10 Staf Ahli Bupati 13 4.507.000
11 Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan 12 3.188.000

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan 12 3.188.000

Kearsipan
13 Sekretarislnspektorat 12 3.188.000
14 Sekretaris Badan Perencanaan 12 3.188.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

15 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan 12 3.188.000
dan Aset Daerah

16 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 12 3.188.000
17 Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Direktur 12 3.188.000

--.I Rumah Sakit Umum Daerah, Camat dan
Sekretaris Badanj' Dinas selain nomor 11,
12, 13, 14, 15 dan 16

18 Kepala Bagian Sekretariat DPRD 11 2.679.000
19 Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal 11 2.679.000

~/ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
V

BESARANTPPBERDASARKANPRESTASIKERJA
PEMERINTAHKABUPATENSUMBAWA

LAMPlRANI
PERATURANBUPATISUMBAWA
NOMOR ~ TAHUN toV.O
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAINEGERISIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENSUMBAWA
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20 KepalaBidang Dinas Perpustakaan dan 11 2.679.000
Kearsipan

21 Inspektur Pembantu Inspektorat 11 2.679.000
22 KepalaBidang Badan Perencanaan 11 2.679.000

Pembangunan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah

23 Kepala Bidang Badan Pengelolaan 11 2.679.000
Keuangan dan Aset Daerah

24 Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah 11 2.679.000
25 Kepala Bagian Tata Usaba Rumah Saldt 11 2.679.000

"'-
Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan, dan
Kepala Bidang pada BadanjDinas selain
nomor 18, 19,20,21, 22, 23 dan 24

26 Kepala Sub BagianjSeksi Dinas 9 1.987.000
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

27 Kepala Sub BagianjSeksi pada Dinas 9 1.987.000
Perpustakaan dan Kearsipan

28 Kepala Sub Bagian Inspektorat 9 1.987.000
29 Kepala Sub BagianjSub Bidang pada 9 1.987.000

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

30 Kepala Sub BagianjSub Bidang pada 9 1.987.000
Badan PengeloIaanKeuangan dan Aset
Daerah

31 KepalaSub BagianjSub Bidang pada 9 1.987.000
Badan Pendapatan Daerah

32 Lurah, KepalaUPr, Kepala Sub 9 1.987.000
BagianjSub BidangjSeksi pada

~ BadanjDinasjKantor Kecamatan selain
Nomor26, 27,28, 29, 30 dan 31

33 KepalaSub BagianjSeksi pada Dinas 8 1.939.000
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

34 KepalaSub BagianjSeksi pada Dinas 8 1.939.000
Perpustakaan dan Kearsipan

35 KepalaSub Bagian Inspektorat 8 1.939.000
36 Kepala Sub BagianjSub Bidang pada 8 1.939.000

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

37 KepalaSub BagianjSub Bidang pada 8 1.939.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

38 KepalaSub BagianjSub Bidang pada 8 1.939.000
j Badan Pendapatan Daerah,
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39 Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian 8 1.939.000
Tam Usaha UPT,Kepala Sub BagianjSub
BidangjSeksi pada Badanj DinasjKantor
Kecamatan selain Nomor33, 34, 35, 36, 37
dan 38

JABATAJI FUlfGSIONAL
40 JF Dokter/Dokter GigiUtama pada RSUD 14 1.835.000
41 JF DokterjDokter GigiMadya pada 12 1.802.000

Puskesmas
42 JF DokterjDokter GigiMadya pada RSUD 12 1.802.000
43 JF AuditorjP2UPD Madya pada Inspektorat 11 1.768.000
44 JF Guru/Pengawas Sekolah MadyaNon 11 1.518.000

Sertifikasi
45 JF Madya selain nomor 43, dan 44 11 1.768.000
46 JF Dokter/Dokter GigiMuda pada 10 1.538.000

Puskesmas
47 JF Dokter/Dokter GigiMuda pada RSUD 10 1.538.000
48 JF AuditorjP2UPD Muda pada Inspektorat 9 1.500.000
49 JF Dokter/Dokter GigiPertama pada 9 1.500.000

Puskesmas
50 JF Dokter/Dokter GigiPertama pada RSUD 9 1.500.000
51 JF GurujPengawas Sekolah Muda Non 9 1.250.000

Sertifikasi
52 JF Madya selain nomor 48,49,50 dan 51 9 1.500.000
53 JF Pertama pada Dinas Perpustakaan dan 8 1.434.000

Kearsipan
54 JF Pertama pada Inspektorat 8 1.434.000
55 JF Auditor/P2UPD Pertama pada 8 1.434.000

Inspektorat
56 JF Pertama selain Nomor 53,54 dan 55 8 1.434.000
57 JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas 7 1.379.000

Perpustakaan dan Kearsipan
58 JF Pelaksana Lanjutan selain nomor 57 7 1.379.000
59 JF Pelaksana pada Dinas Penanaman 6 1.298.000

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
60 JF Pelaksana pada Dinas Perpustakaan 6 1.298.000

dan Kearsipan
61 JF Pelaksana pada Inspektorat 6 1.298.000
62 JF Pelaksana Lanjutan selain nomor 59,60 6 1.298.000

dan 61
63 JF Guru Nonpenerima TPG 5 1.040.000
64 JF Pelaksana selain nomor 63 5 665.000

PELAKSAlfA
65 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 7 1.379.000

J dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



14

\.

1~. ~..._ .' ~. 2- .. ,. 0,3 4,,'

66 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 7 1.379.000
Kearsipan

67 Pelaksana pada Inspektorat 7 1.379.000
68 Pelaksana pada Badan Perencanaan 7 1.379.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

69 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 7 1.379.000
Keuangan dan Aset Daerah

70 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 7 1.379.000
71 Pelaksana selain nomor 65, 66, 67, 68, 69 7 1.379.000

dan 70
72 Pelaksana pada Dinas Penanarnan Modal 6 1.298.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
73 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 6 1.298.000

Kearsipan
74 Pelaksana pada Inspektorat 6 1.298.000
75 Pelaksana pada Badan Perencanaan 6 1.298.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

76 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 6 1.298.000
Keuangan dan Aset Daerah

77 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 6 1.298.000
78 Pelaksana selain nomor 72, 73, 74, 75, 76 6 1.298.000

dan 77
79 Pelaksana pada Dinas Penanarnan Modal 5 665.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
80 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 5 665.000

Kearsipan
81 Pelaksana pada Inspektorat 5 665.000
82 Pelaksana pada Badan Perencanaan 5 665.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

83 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 5 665.000
Keuangan dan AsetDaerah

84 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 5 665.000
85 Pelaksana selain nomor 79,80, 81,82, 83 5 665.000

dan 84
86 Pelaksana pada RSUD 4 395.000
87 Pelaksana pada Dinas Penanarnan Modal 3 388.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
88 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 3 388.000

Kearsipan
89 Pelaksana pada Inspektorat 3 388.000
90 Pelaksana pada Badan Perencanaan 3 388.000

l!
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
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91 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 3 388.000
Keuangan dan Aset Daerah

92 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 3 388.000
93 Pelaksana selain nomor 87, 88, 89, 90, 91 3 388.000

dan 92
94 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 1 373.000
95 Pelaksana selain nomor 94 1 373.000
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JABATAlf PTP, ADMINISTRATOR DAN PERGAWAS
1 Sekretaris Daerah 15 3.425.000
2 Kepala Dinas Penanaman Modal dan 14 1.372.000

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 14 2.511.000

Penelitian dan Pengembangan Daerah
4 Kepala Badan Pendapatan Daerah 14 2.511.000
5 Asisten Sekretaris Daerah 14 2.994.000
6 Staf Ah1i Bupati 13 1.819.000
7 Sekretaris Dinas Penanaman Modaldan 12 1.344.000

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8 SekretarisInspektorat 12 1.762.000
9 Sekretaris Badan Perencanaan 12 1.712.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

10 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan 12 1.712.000
dan Aset Daerah

11 Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 12 1.470.000
12 Kepala Bagian Sekretariat DPRD 11 327.000
13 Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal 11 1.321.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14 Kepala Bidang Badan Perencanaan 11 1.340.000

Pembangunan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah

15 Kepala Bidang Badan Pengelolaan 11 2.021.000
Keuangan dan Aset Daerah

16 Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah 11 1.269.000
17 Kepala Sub Bagian/Beksi Dinas 9 1.216.000

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

18 Kepala Sub Bagian Inspektorat 9 1.743.000
19 Kepala Sub Bagian/Bub Bidang pada 9 1.338.000

Badan Perencanaan Pembangunan
,r Penelitian dan Pengembangan Daerah
y 16

BESARAN TPPBERDASARKAN BEBAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

LAMPlRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR "" TAHUN ,..01-0
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL Dr LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
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20 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada 9 1.693.000

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

21 Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada 9 1.263.000
Badan Pendapatan Daerah

22 Kepala Sub Bagian/Beksi pada Dinas 8 1.194.000
Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

23 Kepala Sub Bagian lnspektorat 8 1.736.000
24 Kepala Sub Bagian/Bub Bidang pada 8 1.303.000

Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah

25 Kepala Sub BagianjSub Bidang pada 8 1.686.000
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

26 Kepala Sub Bagian/Bub Bidang pada 8 1.251.000
Badan Pendapatan Daerah

JABATAN FUNGSIORAL
27 JF Pertama pada Inspektorat 8 1.419.000
28 JF Pelaksana pada Dinas Penanaman 6 922.000

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29 JF Pelaksana pada Inspektorat 6 1.386.000

PELAKSANA
30 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 7 926.000

dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu
31 Pelaksana pada Inspektorat 7 1.393.000
32 Pelaksana pada Badan Perencanaan 7 956.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

33 Pelaksana pada Badan PengeloIaan 7 1.315.000
Keuangan dan Aset Daerah

34 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 7 930.000
35 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 6 922.000

dan PeIayanan Terpadu Satu Pintu
36 Pelaksana pada Inspektorat 6 1.386.000
37 Pelaksana pada Badan Perencanaan 6 949.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

38 Pelaksa.na pada Badan Pengelolaan 6 1.307.000
Keuangan dan Aset Daerah

39 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 6 922.000
40 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 5 559.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
.I 41 Pelaksana pada Inspektorat 5 892.000
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42 Pelaksana pada Badan Perencanaan 5 585.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

43 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 5 851.000
Keuangan dan Aset Daerah

44 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 5 450.000
45 Pelaksana pada RSUD 4 271.000
46 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 3 530.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 3 265.000

Kearsipan
48 Pelaksana pada Inspektorat 3 588.000
49 Pelaksana pada Badan Perencanaan 3 550.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

50 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 3 588.000
Keuangan dan Aset Daerah

51 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 3 435.000
52 Pelaksana selain nomor 45,46, 47, 48, 49 3 265.000

dan 50
53 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 1 382.000
54 Pelaksana Selain Nomor 52 1 247.000
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JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PERGAWAS
1 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 14 580.000
2 Sekretaris Dinas Perpustakaan dan 12 415.000

Kearsipan
3 Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan 11 375.000

Kearsipan
4 Kepala Sub Bagianj'Seksi pada Dinas 9 365.000

Perpustakaan dan Kearsipan
5 Kepala Sub Bagiarr/Beksi pada Dinas 8 360.000

Perpustakaan dan Kearsipan

JABATAN FUNGSIONAL

6 JF Pertama pada Dinas Perpustakaan dan 8 360.000
Kearsipan

7 JF Pelaksana Lanjutan pada Dinas 7 355.000
Perpustakaan dan Kearsipan

8 JF Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 6 349.000
Kearsipan

PELAKSANA

9 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 7 355.000
Kearsipan

10 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 6 349.000
Kearsipan

11 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 5 334.000
Kearsipan

12 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 3 300.000
I Kearsipan
J

BESARAN TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR tt TAHUN W~
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
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JABATAN PTP, ADMiRISTRATOR DAR PEBGAWAS
1 Inspektur 14 3.380.000
2 Inspektur Pembantu Inspektorat 11 2.071.000

JABATAl'f FUNGSIONAL
3 JF Dokter/ Dokter Oigi.Madya pada Dinas 12 3.118.000

Kesehatan
4 JF Madya pada Inspektorat 11 1.875.000
5 JFDokter/Dokter Gigi.Muda pada Dinas 10 2.563.000

Kesehatan
6 JF Muda pada Inspektorat 9 1.561.000
7 JF Dokter/Dokter GigiPerta.ma pada Dinas 9 2.169.000

Kesehatan
8 JF Auditor /P2UPD Pertama pada 8 1.419.000

Inspektorat
9 JF Pelaksana 5 625.000

PELAKSANA
10 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 5 1.041.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 5 625.000

Kearsipan
12 Pelaksana pada Inspektorat 5 1.100.000
13 Pelaksana pada Badan Perencanaan 5 1.041.000

Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

14 Pelaksana pada Badan Pengelolaan 5 1.084.000
Keuangan dan Aset Daerah

15 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah 5 1.133.000
16 Pelaksana selain nomor 10, 11, 12, 13, 14 5 625.000

dan 15
17 Pelaksana pada RSUD 4 617.000
18 Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal 3 1.020.000

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19 Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan 3 600.000

/ Kearsipan
~ 20

BESARANTPPBERDASARKANKELANGKAANPROFESI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

LAMPIRANIV
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR A TAHUN W~Q
TENTANG
TAMBAHANPENGHASILANBAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI'LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
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Pelaksana selain nomor 18, 19,20, 21, 22
dan 23

24

26 Pelaksana selain nomor 25
25 Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah

Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah23

3 1.054.000

3 1.127.000
3 612.000

1 1.115.000
1 600.000

3

Pelaksana pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

22

21
1.063.0003Pelaksana pada Inspektorat20
1.012.000

1




